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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan komunikasi politik yang dilakukan 
oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi dalam upaya meningkatkan 

partisipasi politik pada Pemilihan Kepala Daerah 2024. Penelitian kualitatif 
deskriptif ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan 

studi kepustakaan. Informan penelitian meliputi Ketua KPU Kota Cimahi, 
akademisi, perwakilan partai politik, dan masyarakat Kota Cimahi. Data dianalisis 

berdasarkan teori komunikasi politik Gabriel A. Almond, mencakup elemen 

komunikator politik, pesan politik, saluran atau media politik, sasaran atau target 
politik, dan pengaruh atau efek komunikasi politik. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa KPU Kota Cimahi telah melaksanakan berbagai upaya komunikasi politik 
melalui sosialisasi langsung, pendidikan pemilih, pemanfaatn media sosial, dan 

kolaborasi dengan pemangku kepentingan masyarakat. Meski demikian, 
pelaksanaan upaya komunikasi politik tersebut belum optimal karena masih 

terdapat kendala dalam penyesuaian pesan politik, pemetaan kelompok sasaran 

pemilih, serta efektivitas saluran media yang digunakan. Kondisi ini berdampak 
pada belum tercapainya target partisipasi politik pada Pilkada 2024. Oleh karena 

itu, perlu dikembangkan pendekatan komunikasi politik yang lebih adaptif, 
partisipatif, dan berbasih kebutuhan masyarakat. 

Kata Kunci: Komunikasi Politik, Komisi Pemilihan Umum, Partisipasi Politik, 
Pemilihan Kepala Daerah, Kota Cimahi. 

 
Abstract 

This study aims to describe the political communication efforts by the General Election 
Commision (KPU) of Cimahi City to enhance political participation in the 2024 Regional 
Head Election. The qualitative, descriptive study was conducted using data collection 
techniques including interviews, observation, dan literature review. Informants 
included the Chairperson of the Cimahi City KPU, academics, representatives of 
political parties, and community members. Data analysis Gabriel A. Almond’s political 
communication theory, encompassing elements of political communicators, political 
messages, political channels or media, political targets, and the effects of political 
communication. The findings indicate that the Cimahi City KPU has implemented 
various communication approaches through direct socialization, voter education 
programs, utilization of social media, and collaboration with stakeholders. However, 



these efforts have not been fully effective due to challenges in tailoring political 

messages, mapping voter target groups, and optimizing the effectiveness of 
communication media. As a result, the target voter participation in the 2024 Regional 
General Election was not achieved. The study concludes that more adaptive, 
participatory, and community-based communication approaches are needed in future 
elections. 
Keywords: Political Communication, General Election Commission, Political 

Participation, Regional Head Election, Cimahi City. 
 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan sebuah Negara yang menjalankan pemerintahan 

dengan sistem demokrasi, maka dapat dipastikan akan berkaitan dengan 

pemilihan umum. Salah satu indikator yang menjadi sangat penting dalam 

sebuah penyelenggaraan pemilih adalah bentuk partisipasi politik 

masyarakat yang diwujudkan dalam hak pemberian dan hak suara yang 

dimiliki oleh masyarakat yang telah melakukan hak pilihnya pada pemilihan 

umum. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam sebuah proses pemilihan 

umum untuk menentukan siapa yang akan menjalankan dan juga 

mengawasi pemerintahan dalam suatu Negara. Dalam sistem politik seperti 

ini pemilihan umum tidak dapat terlepas dari sebuah lembaga Negara yang 

menjadi fondasi dalam sebuah penyelenggaraan pemilu yang disebut sebagai 

Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen, untuk mewujudkan 

kedulatan rakyat dan membentuk pemerintahan yang demokratis. 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (1) dijelaskan 

bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Serta dalam Pasal 22E ayat 

(5) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa “Pemilihan umum 

diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, 

tetap, dan mandiri”. Kedudukan lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

dalam melakukan kinerjanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 9 ayat (1) yang menjelaskan bahwa 

“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk 

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah 

yang bersifat khusus atau Istimewa yang diatur dengan undang-undang”. 



Maka dalam setiap wilayah kinerja KPU memiliki hierarkis dalam 

menjalankan tugas dan wewenang lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

baik di Tingkat nasional maupun Tingkat daerah. 

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum menjadi sesuatu hal 

yang sangat penting dalam pemilihan umum sehingga hasil yang diperoleh 

berupa suara rakyat sesuai dengan kehendak rakyat menjadi legitimasi 

dalam menjalankan roda pemerintahan pada masa 5 (lima) tahun kedepan. 

Partisipasi dapat diartikan sebagai peran serta masyarakat dalam pemilihan 

umum ialah hak bagi setiap warga negara sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Tinggi rendahnya partisipasi juga akan 

banyak tergantung dari institusi yang bertanggung jawab dalam 

penyelenggaraan pemilihan umum. Singkatnya, partisipasi masyarakat 

dalam pemilihan umum menjadi hal penting karena dapat menjadi bukti 

bahwa sistem demokrasi di Indonesia semakin dewasa. Akan tetapi, 

keterlibatan masyarakat tidak hanya terbatas dalam ikut serta secara fisik, 

melainkan keterlibatan yang memungkinkan mereka melaksanakan 

penilaian terhadap masalah serta berbagai potensi yang terdapat dalam 

lingkungannya kemudian menentukan kegiatan yang mereka butuhkan. 

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Cimahi menjadi 

sebuah instrumen utama bagi masyarakat dalam mewujudkan kedaulatan 

rakyat di tingkat daerah. Di Indonesia, penyelenggaraan Pemilihan Kepala 

Daerah (Pilkada) secara langsung tidak hanya menjadi mekanisme pemilihan 

pemimpin daerah, melainkan juga menjadi sebuah tolak ukur untuk 

keberhasilan demokrasi partisipatif. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 

(Pilkada) di Kota Cimahi Tahun 2024 menjadi sebuah momentum dalam 

penguatan demokrasi juga di tingkat daerah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Kota Cimahi sebagai lembaga penyelenggara yang memilik tugas dan 

kewenangan yang mendalam untuk mempersiapkan pesta demokrasi 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serta juga menyebarluaskan informasi 

kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi politik pada 

Pemilihan Kepala Daerah Kota Cimahi Tahun 2024. 

Di Kota Cimahi, berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Kota Cimahi menunjukkan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk 



Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 mencapai 419.974 orang. 

Dalam Upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) Kota Cimahi memiliki sebuah target pada tingkat kehadiran 

pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 mencapai 

sekitar 80% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT). Target tersebut dapat 

mencerminkan komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi guna 

mendorong masyarakat agar lebih berperan aktif dalam menggunakan hak 

pilihnya serta juga memperkuat budaya demokrasi di tingkat daerah. Upaya-

upaya peningkatan partisipasi ini diharapkan tidak hanya saja menjadi 

keberhasilan penyelenggaraan pemilihan, akan tetapi juga menjadi cerminan 

untuk peningkatan kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat terhadap 

proses demokrasi yang berlangsung (Pikiran Rakyat, 2024). 

Berdasarkan dari berbagai sumber yang telah ditemukan, adapun 

persentase partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Cimahi 

dari tahun ke tahun, sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Partisipasi Pemilih di Kota Cimahi 

NO Pilkada 
(Tahun) 

Daftar 
Pemilih 

Tetap (DPT) 

Tingkat 
Partisipasi 

Pemilih 

(Persen) 

Golput 
(Persen) 

1. Pilkada 2012 358.252 
pemilih 

67,6% 32,82% 

2. Pilkada 2017 375.722 

pemilih 

71% 29% 

3. Pilkada 2024 419.974 

pemilih 

71,97% 28,03% 

Sumber: KPU Kota Cimahi dan Diolah Peneliti, 2025. 

 

Namun, hasil dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

Kota Cimahi Tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih 

belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Kota Cimahi dan tidak sesuai harapan yang ditargetkan dari 

Pemerintah Kota Cimahi. Berdasarkan laporan media, partisipasi pemilih 

hanya mencapai sekitar 71,97%, lebih rendah dari target sebelumnya 80%. 

Kondisi ini tentu menunjukkan masih adanya tantangan dalam 



meningkatkan kesadaran dan keaktifan masyarakat untuk menggunakan 

hak pilihnya. Menurut pernyataan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota 

Cimahi, sekitar pemilih 28,03% pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar 

Pemilih Tetap (DPT) tidak menggunakan hak pilihnya (Pikiran Rakyat, 2024). 

Namun demikian, partisipasi pemilih di Kota Cimahi mencapai 71,97% 

dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024, yang menunjukkan bahwa sebagian 

besar masyarakat (pemilih) menghadiri pemungutan suara, perbedaan 

antara angka yang dicapai dan target resmi sebesar 80% menggarisbawahi 

adanya masalah struktural yang lebih dalam dari sekadar kurangnya 

sosialisasi. Perbedaan antara target dan realisasi ini berdampak pada 

legitimasi penyelenggaraan pemilu di tingkat lokal. Ketika hampir sepertiga 

dari pemilih yang terdaftar tidak memanfaatkan hak suaranya, hasil 

pemilihan baik dalam hal representasi maupun tuntutan akan akuntabilitas, 

berisiko menurun. Selain itu, angka pemilih yang tidak hadir (golput) tetap 

stagnan, menunjukkan bahwa masalahnya tidak hanya bersifat kuantitatif 

(menambah jumlah pemilih) tetapi juga kualitatif, yaitu bagaimana tingkat 

keterlibatan, pemahaman politik, dan kepercayaan publik terhadap proses 

serta pelaku politik memengaruhi keputusan masyarakat untuk datang atau 

tidak ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Artinya, meskipun berbagai 

bentuk komunikasi politik telah dilakukan, namun hasilnya belum 

sepenuhnya optimal dalam mendorong kehadiran pemilih ke Tempat 

Pemungutan Suara (TPS). Kondisi ini penting dicermati dalam penelitian ini, 

karena menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi politik tidak hanya 

bergantung pada banyaknya sosialisasi, akan tetapi juga pada ketepatan 

pesan, pemilihan sasaran, dan kecocokan saluran komunikasi dengan 

karakteristik masyarakat Kota Cimahi. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menduga bahwa belum 

tercapainya target partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kota 

Cimahi Tahun 2024 berkaitan dengan komunikasi politik Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) Kota Cimahi yang belum sepenuhnya optimal. Peneliti menduga 

bahwa komunikasi politik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi belum 

sepenuhnya menentukan dan memetakan kelompok sasaran pemilih secara 

spesifik dan prioritisasi kelompok pemilih sebagai sasaran utama. Meskipun 



sosialisasi pemilu telah dilakukan secara umum kepada masyarakat, 

terdapat indikasi bahwa pendekatan tersebut belum secara optimal 

menyasar kelompok-kelompok strategis seperti pemilih pemula, pemilih 

muda, kelompok masyarakat perkotaan yang apatis, serta pemilih dengan 

tingkat partisipasi rendah. 

Kemudian, peneliti pun menduga bahwa pesan politik untuk 

masyarakat yang disampaikan belum sepenuhnya disesuaikan dengan 

kebutuhan dan tingkat pemahaman masing-masing kelompok pemilih, 

sehingga pesan kepemiluan yang disampaikan belum mampu mendorong 

peningkatan kesadaran dan keterlibatan politik secara optimal. Selanjutnya, 

peneliti juga menduga bahwa metode dan aktivitas dalam pelaksanaan 

komunikasi politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih oleh Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi belum sepenuhnya adaptif terhadap 

karakteristik masyarakat. Meskipun, telah memanfaatkan media sosial dan 

kegiatan sosialisasi tatap muka, pendekatan yang digunakan diduga masih 

bersifat satu arah dan belum cukup interaktif. Selain itu, keterlibatan pihak 

lain seperti komunitas warga, organisasi pemuda, dan tokoh masyarakat 

lokal diduga belum dimanfaatkan secara optimal sebagai mitra strategis 

dalam menyebarkan informasi dan membangun kesadaran pemilih. 

Dengan demikian, stagnasi maupun rendahnya partisipasi pemilih 

yang tidak sesuai target serta pemahaman masyarakat masih rendah pada 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Cimahi Tahun 2024 yang telah 

terlaksana menjadi isu penting yang perlu diteliti lebih mendalam. 

Pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab stagnasi partisipasi pemilih ini 

diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan komunikasi politik 

dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat di masa mendatang. 

Komunikasi politik yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota 

Cimahi dalam meningkatkan partisipasi pemilih menjadi sesuatu yang 

penting agar proses demokrasi di tingkat daerah tidak hanya berlangsung 

secara prosedural, tetapi juga harus mencerminkan partisipasi yang memilki 

nilai-nilai substantif bagi masyarakat sebagai wujud dari kedaulatan rakyat 

yang sesungguhnya. 

 



METODE PENELITIAN 

Berdasarkan (Sugiyono, 2019) penelitian kualitatif adalah pendekatan 

yang digunakan untuk menggali pada keadaan objek yang asli di mana 

peneliti berperan sebagai instrument utama, metode pengumpulan data 

dilakukan dengan triangulasi, analisisnya bersifat induktif, dan hasil 

penelitian menyoroti makna generalisasi. Adapun juga menurut Creswell 

(2019) penelitian kualitatif adalah sebuah sarana untuk menggali dan 

memahami makna yang berasal dari individu dan kelompok mengenai 

masalah sosial atau masalah individu. 

Peneliti menerapkan pendekatan penelitian kualitatif dalam studi ini, 

yang merupakan metode untuk memperoleh pemahaman mendalam 

mengenai fenomena sosial. Dengan judul “Komunikasi Politik Komisi 

Pemilihan Umum Kota Cimahi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada 

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024”, teknik penelitian kualitatif dapat 

digunakan untuk memahami secara menyeluruh tentang cara-cara 

meningkatkan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) Kota Cimahi. Metodologi kualitatif dapat memberikan wawasan 

mengenai komunikasi politik yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Kota Cimahi untuk meningkatkan partisipasi politik pada Pemilihan 

Kepala Daerah Tahun 2024. Strategi ini dapat memanfaatkan metode 

observasi, wawancara, dan survei sebagai alat pengumpulan data. 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian tentang komunikasi politik Komisi Pemilihan Umum Kota 

Cimahi dalam meningkatkan partisipasi politik pada Pemilihan Kepala 

Daerah tahun 2024 bertujuan untuk mengidentifikasi dan juga menganlisis. 

Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi melakukan komunikasi politik untuk 

meningkatkan partisipasi politik pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. 

Selanjutnya, kajian ini mengadopsi teori menurut Gabriel A. Almond 

dalam (Edison, 2020:162), mengungkapkan bahwa komunikasi politik terdiri 

dari lima unsur, sebagai berikut: 

1. Komunikator politik, 



2. Pesan politik, 

3. Saluran atau media politik, 

4. Sasaran atau target politik, 

5. Pengaruh atau efek komunikasi politik. 

1. Komunikator Politik 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) Kota Cimahi telah menjalankan fungsi komunikator politik 

sebagaimana diuraikan dalam teori Gabriel A. Almond. Teori tersebut 

menekankan pentingnya kredibilitas komunikator dan penyesuaian pesan 

dengan karakteristik audiens. Selanjutnya, peneliti menganalisis bahwa 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi memanfaatkan berbagai saluran 

komunikasi, tetapi masih terjadi kesenjangan dalam penyampaian informasi 

kepada sebagian warga. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota 

Cimahi perlu memperkuat reputasi dan meningkatkan kapasitas komunikasi 

agar pesan-pesan politik benar-benar sampai kepada publik yang dituju. 

2. Pesan Politik 

Pada dimensi pesan politik, menunujukkan bahwa pesan politik Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi telah tersampaikan kepada masyarakat, 

akan tetapi kurangnya motivasional yang kuat bagi masyarakat. Selanjutnya, 

pesan politik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi bersifat umum, 

sehingga tidak sepenuhnya membangkitkan kesadaran atau dorongan untuk 

bertindak. Perlu juga adanya dalam merumuskan pesan yang menggunakan 

bahasa sehari-hari dan narasi yang dapat dipahami serta memotivasi, 

sehingga audiens atau masyarakat dapat lebih memahami pentingnya 

partisipasi pada Pemilihan Kepala Daerah. 

3. Saluran atau Media Politik 

Pada bagian dimensi ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi 

sudah melakukan cara atau metode multi-saluran dengan baik, memadukan 

komunikasi digital dan kerja sama media, sebagai kelebihan untuk 

menjangkau khalayak luas. Namun, terdapat kelemahan dalam penggunaan 

saluran tradisional, jumlah dan kualitas pamflet, banner, serta sosialisasi 

tatap muka yang terbatas. Di sisi lain pun, menunjukkan hambatan berupa 

kesenjangan akses teknologi di masyarakat, orang tua atau pekerja dengan 



mobilitas tinggi mungkin melewatkan informasi digital, sementara paparan 

media cetak dianggap kurang menarik. Literatur komunikasi politik 

menegaskan bahwa saluran komunikasi harus dipilih sesuai karakteristik 

komunikan Dalam konteks Cimahi, penggunaan Instagram dan Facebook 

sesuai dengan sasaran pemilih muda, namun untuk warga yang kurang 

melek digital diperlukan media konvensional dan pendekatan langsung. 

Faktor pendukung yang terdapat adalah kemitraan KPU Kota Cimahi dengan 

media massa dan keterlibatan influencer yang memperluas jangkauan pesan. 

Meski demikian, evaluasi tahun sebelumnya disarankan untuk menentukan 

perpaduan media yang paling efektif. Peneliti merekomendasikan agar KPU 

Kota Cimahi meningkatkan konten kreatif di media sosial, misalnya konten 

video interaktif, dan memperluas penyebaran alat peraga kampanye fisik di 

berbagai lokasi strategis. Selain itu, mengintensifkan sosialisasi tatap muka. 

4. Sasaran atau Target Politik 

Pada dimensi ini, KPU Kota Cimahi sudah mengenali pentingnya 

evaluasi hasil dan survei sebagai upaya menjaga fokus terhadap sasaran, 

yang merupakan poin kelebihan karena menunjukkan kesungguhan 

lembaga. Namun, terdapat kelemahan yang serius terkait data dan 

segmentasi sasaran. Temuan dosen mengungkap hambatan utama, 

ketidaksesuaian data kependudukan dengan data pemilih membuat 

beberapa kelompok, misal pemilih baru belum tercakup optimal. Faktor 

pendukung adalah kesadaran KPU Kota Cimahi akan pentingnya target 

demografis spesifik, seperti pemilih muda, perempuan, namun sistem 

pendataan yang belum akurat mengurangi efektivitas. Kemudian, menyoroti 

bahwa keberhasilan komunikasi politik mensyaratkan penetapan sasaran 

berdasarkan basis data yang valid. Tanpa data yang terintegrasi, upaya 

sosialisasi KPU hanya dapat sampai pada gambaran umum. Selain itu, faktor 

sosial-ekonomi yang dibahas oleh Sekretaris PDIP Kota Cimahi menjadi 

penghalang psikologis, yang mana warga yang kecewa atau kesulitan 

ekonomi cenderung apatis. Pendekatan strategi emosional seperti disarankan 

dapat membantu mengatasi hambatan non-teknis ini. Secara keseluruhan, 

penelitian ini menekankan perlunya penyesuaian metode sosialisasi KPU 



Kota Cimahi yang lebih spesifik bagi setiap segmen sasaran, serta perbaikan 

dan sinkronisasi basis data pemilih. 

5. Pengaruh atau Efek Komunikasi Politik 

Selanjutnya, pengaruh komunikasi politik ini menggambarkan dampak 

akhirnya terhadap masyarakat. Dapat diketahui bahwa Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) Kota Cimahi pada sosialisasi Pilkada sedikit meningkatkan 

persentase partisipasi pemilih dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya, 

meskipun ada komunikasi, namun partisipasi masih banyak dipengaruhi 

oleh kepentingan materi atau pribadi. Lalu, sebagian besar tanggapan 

menyebutkan bahwa pengaruh komunikasi politik Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Kota Cimahi ada tetapi kecil, masih ada beberapa warga yang bersikap 

acuh ataupun hanya tertarik jika ada insentif materi. Dengan demikian, 

pengaruh komunikasi politik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi 

pada Pilkada 2024 belum sepenuhnya kuat karena sebagian masyarakat 

cenderung memilih berdasarkan kebutuhan praktis atau didorong oleh 

kepentingan kelompoknya masing-masing. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa Komunikasi Politik Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi dalam meningkatkan partisipasi politik 

pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 telah dilaksanakan melalui lima 

unsur, yaitu komunikator politik, pesan politik, saluran atau media politik, 

sasaran atau target politik, dan pengaruh atau efek komunikasi politik. KPU 

Kota Cimahi telah berperan sebagai komunikator melalui sosialisasi Pilkada, 

menyampaikan pesan pentingnya memilih, serta memanfaatkan media sosial 

dan media massa, namun efektivitasnya masih belum optimal karena pesan 

cenderung umum, jangkauan media tatap muka masih kurang, dan 

pemetaan sasaran belum sepenuhnya tepat. Upaya tersebut memang 

meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Pilkada 2024, tetapi belum 

mampu secara maksimal mendorong partisipasi pemilih sesuai target, karena 

masih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya politik, pendidikan, dan 

rendahnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap proses politik. 
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